
Nemer 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4355); 

Republik Indonesia T ahun 2004 (l.embaran 
4. Undang-Undang Nemer 1 T ahun 2004 tentang Perbenoaharaan 

3. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Kouanqan Negara 
(l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

T ahun -1997 tentang Pajak Daerah dan Retrlbusi Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia T ahun 2000 Nemer 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 4048); 

Retribusi Daerah (Lembamn Negara Republik Indonesia T ahun 1997 
No .. nor 4-1. TaL1bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 
368e:) sebaqaimana telah diubah doncan Undang-Undang Nomor 34 

T ahun 2000 tentana Perubahan Atas Undang-Uodang Nemer -1 s 

2. Undang-Undang Nomor -13 Tahun H;"S? tontanc Pajak Daerah dan 

·1 . Undang-Undang Nemer ·13 Tahun 1950 tontanq Pembentukan 
Dasrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Javva T engah 
(l.emberen Negara Republik Indonesia Tahun -1950 Nomor 24. Serita 
Negana tanggal 8 Agustus '1950): 

Pengelolaan Keuancan Daerah, perlu menetapkan Poraturan Bupati 
tentang Sistein dan Prossdur Pengeloiaan Keuangan Daernh: 

rv1enteri Daiarn Negeri Nomor -13 T ahun 2006 ienhmg Pedoman 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan 

BUPATi PAT!. 

DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG rviAHA ESA 

SISTEfv1 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

NOMOR 3 3 T AHUN 2007 

PERATURAN BUPATi PAT! 

PATI BU PAT I 

Menirnbang 

I • 

- 



,.._ ~ - --- -- -- _,:'!! !"'-' ....,.!""'~ - rsomor ;.;.;;; f;;; j, 

Dana Tahun Nomor 

·136. Tarnbahan Lsmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4574); 

54 T ahun 2005 tentang Pinjaman 

Tahun 2005 Nomor 49, T~ff1oaheir1 Leff1udfa(1 Nt:9iii'~ RepubHk 
Indonesia Nemer 4503); 

Republik Indonesia Nomor 4502): 

-s- - ·- - ;_ - L - -- J _ --- L - -- _ -- ~ ; _ -- - .. - 
I ill nu~u ran cernoar ai I r"t:ya1 a ! J • 

if1u0(11;1B18 

~ - _! - -- ~ - - - - -- - -- ! 1 -- - - - -- - esacan i.avanan urnum 

9. Peraturan Pemerintah Nemer 23 Tahun 2005 tentanq Pencelolaan 
Tan1bahan Lembaran Negara Repubiik !r1donesia Nornor 4438); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2C<J4 Nomor 
Keuancan antara Pen-1erintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

menjadi i.Jr-,dai-,g-lk,d~u1g (Lembaran Negara Republik Indonesia 

·125. Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4437). 
sebagairnana teiah d1ub~i'i (h~(1Qd(1 U(1uaf1y-Undar-,g Nom01 8 Tahun 
2005 tentanq P~i'.~tctpd(i Pefatui'afi Pemerintah Pengyai-1tl Undang­ 
Ur1dang N0rYh;f 3 T ahuf1 2005 ter-1tanQ Pen.iuithaf'1 Atas Undang~ 

Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

~!?, 
00, Republik Indonesia T ahun 2004 Nemer 

Tanggung 

- .. r eff1e1i xsaan Nemer -15 Tahun 2004 remang .f""';.. ! ! __ -~--- -- ~ ! __ -~--- -- 
o. UilU~fllJ-UilOafly 

Republik indonesia Nemer 4389); 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tfln-ibahar-i Lembaran Negara 

Republik Negara !"J - =- ~- - -- - = 
1,1..tHf.li.Ji:H ~i l 

5. Unuang-Undang Nomor "10 Tahun 2004 tentang Pen1bentukan 

- 



?""'i __ I_ --- "T"' _ J ! _ !""'!c _ -- -- _ ! _ ! - _ ·- ~ _ -- _ -- __ I!. &!I:!_ ~ __ -- _I_. r-eoornan I erG1iS rengeio1aan oarang rv1mK uaernn: 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer '17 Tahun 2007 tentanc 

~-----L- uaeran: 

Sisten1 dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah 
dan Penerimaan Pendacatan Lain-iain: 

2-1. PBfi:itUi"cii"1 Menteri Dalam Negeri Nomor '13 Fahun 2006 tentanq 
Pedoman Penceloloan Keuangan Daerah. sebacaimana tolah 
diubah dengan Pe,aturan Menteri Dalam Nege,i Nomor 59 Tahun 
2007 terttang Perubahan Atas Peraturnn Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentanc Pedoman Pengelolaan Keuancan 

20. Keput, .. san Menteri Dalam f",Jegeri Nomor 43 Tahun 1999 tt!ni:ang 
lndonesi;; r~orf,or 4738): 
T ahw 2007 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

(Ler,baran Negara Republik indvnesia 

Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (l.cmbaran Negara 
Repubi!k Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nemer 46-14): 

-19. Peraturan Pemerintah Nemer 39 Tahun 2G\J7 tentang P~ngt:iolai.111 

-1 s. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Peiapc/an 
Indonesia Nemer 4609): 

Pembinaan dan Pe11gawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 
·165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593): 

17. Peraturan Pemerintah NurYior 6 Tahun 2006 te11tang Penqelolaan 
Barane Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik 

16. Peraturan Pemerintah Nemer 79 T ahun 2005 tentanc Pedoman 

Keuanqan Daerah (l.ombaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2005 Nomor -140. Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia 

-1 s. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanq Pengelolaan 

Daerah (t.emberan Negara Repubiik indonesia T ahun 2005 Nomor 

·139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577): 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentanc Hibah Kepada 

Indonesia Nemer 4576): 

·13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentanc Sistem 
lntormasi Keuangan Daerah (t.embaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2005 Nemer 138, Tambahan Lombaran Negara Repubiik 
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BERiTA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR ))~~Gm ··.--~~--- ~,.g, .,.,;:~~.:::.~j~'\ei·:;,,i:1>i1;: .j 

BUPATI PATI, 

7 
TASIMAN 

pada tanggat ·:; '---!_cscnoci" ':JJ7 
Ditetapkan di Pati 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mencetahuinva. memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Serita Daerah 
Kabup~ten=PaL~ENELI11AN ---===. 

I PE-RB-A~ BUPATI 
\ te-\2.AiV ~t\J 

i J/°'._ . 'i-AN . I ~~-\ 
:-~- ,_BUP. Tl 1,(J I 
i--- I I 'J.o7- I ~-;, ;,A , 

~,.,-. '1·;. ; ,:EN }t rn Ktu ., - I -,. "·-•·.·• .... n.. I 1-~- 

Diunoanckan di Pali l ?:;2 ~;G~:u M j - I 
pada tanggal 5 Des "m~ -~ PW-~!~~~- I~. e - b.u~l 
S KRETARIS DAERAH - BUPATEN PATI. 

Slstem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman pelaksanaan pengelolaan 
keuancan Daerah Pemerintah Kabupaten Pati. 

Pasal3 

..... I "' t"'asa, 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup tata 
cara penvusunan, pelaksanaan. penatausahaan dan akuntansi. 
pelaporan. pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah 
serta memuat tata cara penunlukan Pejabat yang diberi wewenag 
Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Pengguna 
Anggaran. Kuasa Pengguna Anggaran. Bendahara Penerimaan dan 
Bendahara Penaeluaran. 

Pasal 1 

23. Pemturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23. Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pati Nomor 21): 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 



UNIT PELA VSANA 

K1\SUBAG 
PER UU AN 

TASIMAN 

\ 

JAB.o.TA __ N ...... I _P_A_R_A_F 

VVAKIL BUPATI l -·---- 
SEKDA 

..PEIUM- I KEPUTUSAN- BUPA TI 
ifU.AWAAN 

BUPATI PATI 

PENELITIAN 

PENDAHULUAN 
Bab I Pendahuluan 

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD 

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD 

1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD 

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD 

2.1 Ekonomi makro 

2.2 Kebijakan keuangan 

2.3 lndikator pencapaian target kinerja APBD 

Bab Ill lkhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD 

3.1 lkhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD 

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

Bab IV Kebijakan akuntansi 

4.1 Entitas akuntansi I entitas pelaporan keuangan daerah SKPD 

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD 

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD 

BabV Penjelesan pos-pos laporan keuangan SKPD 

5.1 Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD 

5.1.1 Pendapatan 

5.1.2 Belanja 

5.1.3 Aset 

5.1.4 Kewajiban 

5.1.5 Ekuitas Dana 

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset cjan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan 

basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk 

entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada SKPD. 

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD 

Bab VII Penutup 

KABUPATEN PATI 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan Atas 
laporan Keuangan 

J.3. Laporan Keuangan 

.. 


